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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 46 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : a. bahwa pendekatan prosedur pengakuan, penilaian, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana Bergulir 
dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah 
Daerah perlu dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, 
sehingga dapat melingkupi permasalahan Dana Bergulir 
yang memiliki latar belakang permasalahan kesalahan, baik 
dalam alokasi penganggaran, penatausahaan maupun 
pelaporan pertanggungjawaban dan dinyatakan dalam 
bentuk Pernyataan Kebijakan Akuntansi di Daerah; 

b. bahwa Pernyataan Kebijakan Akuntansi mengenai Dana 
Bergulir sebagai bagian dari Pernyataan Kebijakan 
Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan 
penambahan pernyataan-pernyataan tambahan dan 
penjelasan; 

c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan 
perundang-undangan tingkat pusat yang mengatur tentang 
Akuntansi Investasi Jangka Panjang Non Permanen, 
khususnya yang berkenaan dengan penatausahaan Dana 
Bergulir yang dapat dijadikan rujukan dalam prosedur 
pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan Dana Bergulir dalam laporan 
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah, 
sehingga untuk kepastian hukum dan kelancaran dalam 
pelaksanaannya, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 
Tasikmalaya, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya; 

  
 



- 2 - 
 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8); 

11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya 
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 
TASIKMALAYA. 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan Lampiran X Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 
173) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini.  

 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 30 November 2015 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 30 November 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 
 

Ttd. 
 

H. I. S. HIDAYAT 
 
 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 242 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
 

Ttd. 
 

H. BUDI BUDIMAN 


